
BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR if TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang t
tepat proses dan tepat ukuran perlu ali
tugas, fungsi perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka memperbaiki
proses organisasi yang sesuai ~.l~~::1.1~

melakukan penyempurn
fungsi perangkat

c. bahwa bere..q..::,c.<.

dal
imana dimaksud

apkan Peraturan Bupati
_~, __isasi, Tugas dan Fungsi Serta

Kabupaten Jember.

1. Tahun 2011 tentang Pembentukan
erund ang-undangan (Lembaran Negara Republik

sia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaterr/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

8. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tah
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Pera a

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember r 3
Pembentukan dan Susunan P. 11
Kabupaten Jember Tah 6
Daerah Kabupaten

KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas

Perhubungan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Jember.



7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Jember.

8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Jember.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Jember.

10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBDadalah APBDKabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasa12
(1) Dinas merupakan

Perhubungan.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala D·

bertanggungjawab kepa
(3) punyai tugas

enjadi kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat

an kebijakan di bidang perhubungan;
a ebijakan daerah di bidang perhubungan;

e anaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
perhubungan;
pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan.

e. pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas,
pengendalian dan operasional, bimbingan keselamatan;

f. pelaksanaan pembinaan angkutan dan pembangunan sarana dan
prasarana bidang perhubungan;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan
bermotor, bandara, terminal tipe C;

h. pemberian surat izm rekomendasi penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkir;

1. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan
perkeretaapian; dan

J. pelaksanaan persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk
jalan Kabupaten.

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasa13
(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;



b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Lalu Lintas membawahi :
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
3. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas.

d. Bidang Angkutan dan Sarana membawahi :
1. Seksi Angkutan Dalam Trayek; dan
2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
3. Seksi Pengujian Sarana.

e. Bidang Prasarana membawahi:
1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana ;
2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
3. Seksi Perawatan Prasarana.

f. Bidang Pengembangan Dan Keselamatan
membawahi:
1. Seksi Pemaduan Moda dan Tek
2. Seksi Lingkungan Perhubungarf
3. Seksi Keselamatan

g. UPTD; dan
h. Kelompo

(2) Sekre di
t

di bawah dan
e as.

a Bidang yang berada di bawah dan
e a Kepala Dinas.

1 pin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
gungjawab kepada Sekretaris.

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BABIII
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasa14

(1) Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat(l),
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan

dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan
Keuangan di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
Keuangan di lingkungan Dinas;



c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
Keuangan di Lingkungan Dinas;

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang
milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas, Kepeg
Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan
yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana (1),
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.mem
a. pelaksanaan administrasi s

pengiriman dan pe.,._..__,-,.
b. penggandaan e ipan dinas;
c. as, perjalanan dinas,

an kebersihan lingkungan
anggaan lainnya

e n dan pelayanan informasi;
gkoordinasian penyusunan analisis jabatan di

sunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan / perlengkapan
kantor;

h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset./barang
milik daerah; dan

1. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan
penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

J. penyusu:flan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal6

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas
mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:



a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;

b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system

informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan
laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian
kinerja lingkup dinas;

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksana
tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal7

(1) Sub Bagian Keuan
pengelolaan
keuangan ~~~r::fal

Se

kOQ .nasikan
an pelaporan

diberikan oleh

pada ayat (1),
unyai fungsi :

dan pengkoordinasian penyusunan rencana
n rencana perubahan anggaran

sanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja
tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi
kewenangan dinas;

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi keuangan daerah;

d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban

keuangan;
f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permin taan

pembayaran;
g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi data

keuangan secara periodik dengan BPKAD;
h. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan

pengeluaran;
1. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
J. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.



Bagian Kedua
Bidang Lalu Lintas

Pasal8

(1) Bidang lalu lintas mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Lalu Lintas mempunyai fungsi meliputi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu

lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen

lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas; dan
d. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksana

Paragraf 1
Seksi Manajemen Lalu Lint

Pasal9

(1) Seksi
tugas lain yang

1 a dimaksud pada ayat (1) Seksi
mpunyai fungsi meliputi :

ahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
si n pelaporan di bidang penetapan rencana induk
J Kabupaten;

sanaan penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
. pelaksanaan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya

dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
d. pelaksanaan penetapan pelayanan perkeretapian pada jaringan jalur

perkeretaapian kabupaten;
e. pelaksanaan pengamanan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan operasional lalu lintas dan angkutan jalan diwilayah
Kabupaten;

f. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi kegiatan bongkar muat
barang dalam kota;

g. pelaksanaan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di
bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan lik jalan,
pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan;

h. pelaksanaan pengawasan dan penindakan hukum terhadap
pelanggaran operasional pelayanan bidang perhubungan darat; dan

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



Paragraf2
Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Pasall0

(1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi
dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan
kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
kabupaten serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Seksi
Rekayasa Lalu Lintas Jalan mepunyai fungsi meliputi :
a. pelaksanaan, perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan

rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta
alat pengendali, pengaman pemakai jalan, dan perlengkapan jal
lainnya;

b. pelaksanaan usulan penetapan dan penilaian serta survei as tingkat
pelayanan jaringan jalan dalam wilayah Kabupate, eliputi volume
lalu lintas jalan, kecepatan rata - rata, dan ep aksimum dan
minimum, Vic: Rasio, dan kepadatan I

c. penyusunan ketentuan dan penil.=M"-lL

kegiatan lalu lintas bi pe
pengendalian bang 'k
maksimum d

pelaksanaan serta menyiapkan
e turan sirkulasi arus lalu lintas dan

a jalan untuk kendaraan tertentu;
n pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasalll

(1) Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi
dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas
untuk jalan kabupaten/kota dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Analisa Dampak Lalu Lintas mepunyai fungsi meliputi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persetujuan hasil

analisa dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten Zkota;
b. Pelaksanaan penilaian dan analisis kebijakan di bidang persetujuan

hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota;
c. Evaluasi atas hasil pelaksanaan analisis dampak lalu lintas untuk

jalan kabupaterr/kota;
d. Penyampaian rekomendasi teknis terkait dampak lalu lintas atas

adanya pusat kegiatan baru di kabupaten/kota; dan
e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



Bagian Ketiga
Bidang Angkutan dan Sarana

'I Pasa112

(1) Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas me1akukan
pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan, serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai fungsi meliputi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang,

angkutan barang, dan pengujian saran a;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang,

angkutan barang, dan pengujian sarana;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan oran ,

angkutan barang, dan pengujian sarana; dan
d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksa n tugas.

Paragraf 1
Seksi Angkutan D,~,.u..-

P

(1) melaksanakan
oendata serta peremajaan

g diberikan oleh Kepala

g s gaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
empunyai fungsi meliputi:

a . istrasi terhadap kebutuhan Zpermintaan angkutan
ek di wilayah Kabupaten;

apan rencana induk jaringan angkutan orang dalam wilayah
Kabupaten;

c. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan angkutan dalam trayek
dalam wilayah Kabupaten;

d. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan
dalam wilayah Kabupaten;

g. pelaksanaan penilaian dan penerbitan rekomendasi izin atas usulan
permohonan izin usaha angkutan dalam trayek dalam wilayah
Kabupaten;

h. pelaksanaan penilaian dan pemberian rekomendasi izin trayek
angkutan dalam trayek dalam wilayah Kabupaten;

1. persiapan penilaian bahan penetapan tarif angkutan orang kelas
ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan
pedesaan dalam wilayah Kabupaten;

k. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada awak angkutan
umum dalam trayek di wilayah Kabupaten;

1. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada pengusaha
angkutan umum dalam trayek di wilayah Kabupaten; dan

m. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.



Paragraf2
Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dan Angkutan Barang

Pasal14

(1) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang mempunyai
tugas melaksanakan administrasi kebutuhan, pembinaan, dan
pendataan, Angkutan Barang dan Angkutan Tidak Dalam Trayek, serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang mempunyai fungsi
meliputi:
a. persiapan kebutuharr/permintaan angkutan barang dan Angkutan

Tidak Dalam Trayek dalam wilayah Kabupaten;
b. penetapan wilayah operasi angkutan barang Angkutan Tidak Dalam

Trayek yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten;
c. penerbitan rekomendasi ijin penyelenggaraan angkut arang dan

Angkutan Tidak Dalam Trayek yang wilayah e asinya berada
dalam Kabupaten;

d. pelaksanaan audit dan inspeksi kes .......~.......u_

Angkutan Tidak Dalam Trayek_>=Ll_Or"J{'
e. persiapan penilaian b

Angkutan Tidak D._,-_._r-r1
f. pengkoo rdi.y..-...,3>"""'~

barang dan

alam pengawasan
,...,__~,...__n Tidak Dalam Trayek;
nyuluhan kepada pengusaha

Tidak Dalam Trayek di wilayah

dataan, pengendalian dan pengawasan angkutan
o an angkutan daring di wilayah Kabupaten;

.apan dan pelaksanaan peremajaan angkutan tradisional; dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Pengujian Sarana

Pasal15

(1).Seksi Angkutan Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang sarana pengujian serta tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang.

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengujian Sarana mempunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan;
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala

kendaraan bermotor;
c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin usaha terkait dengan

perawatan kendaraan bermotor;
d. Pemrosesan persetujuarr/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang

uji kendaraan bermotor wajib uji;



e. Pelaksanaan dan pemberian rekomendasi pelaksanaan numpang uji
mutasi, rubah bentuk, rubah sifat dll;dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana

Pasa116

(1) Bidang Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
pengawasan, pembangunan pengembangan saran a dan prasarana bidang
perhubungan darat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Prasarana mempunyai fungsi meliputi :
a. penilaian standarisasi keselamatan prasarana angkutan

perhubungan;
b. pelaksanaan tugas penilaian dan rekomendasi pemba nan serta

pengembangan terminal transportasi darat dan pen an pengelolaan
serta penggunaan lahan di terminal penumpan

c. pembangunan tempat parkir di luar bad J
d. pemanfaatan serta penggunaan te
e. penyusunan laporan pertan s.

(2)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

1.

1) rana mempunyai tugas melaksanakan
e naan dan pembangunan prasarana prasarana serta
erikan oleh Kepala Bidang.

aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
canaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi meliputi :

pembinaan dan pelaksanaan standarisasi keselamatan untuk sarana
angkutan bidang perhubungan darat;
pemberian bimbingan dan perizinan bengkel umum dalam wilayah
Kabupaten;
Identifikasi dan usulan perencanaan, pembangunan, terminal
penumpang tipe C dan gedung unit pengujian kendaraan bermotor;
Perencanaan dan pembangunan parkir, penyeberangan jalan dan halte di
wilayah Kabupaten;
pengusahaan prasarana kereta api yang tidak diselenggarakan oleh
badan usaha prasarana kereta api;
pengembangan dan pemeliharaan fasilitasj peralatan pengujian
kendaraan bermotor;
penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang
tipe C;
penganalisaan dan rekomendasi pembangunan parkir di luar badan
jalan;
penilaian dan rekomendasi pembangunan halte oleh pihak swasta;



k. penilaian dan rekomendasi pembangunan jembatan penyeberangan oleh
pihak swasta;

1. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi di bidang
penerbitan rekomendasi ijin penyelenggaraan dan fasilitas parkir;

m. pelaksanaan penerbitan rekomendasi ijm operasi prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah
kabupaten;

n. penyusunan rencana kebutuhan atas kebijakan di bidang transportasi
perairan dan pariwisata;dan

o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf2
Seksi Pengoperasian Prasarana

Pasal18

(1)Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai
kebijakan dan evaluasi di bidang pengoperasian
lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaiman
Pengoperasian Prasarana mempun
a. Pelaksanaan penyiapan perurnu

evaluasi di bidan

melaksanakan
a dan tugas

dan
dan

s ijin operasi prasarana
jalurnya dalam 1 (satu) daerah

pemantauan, dan evaluasi peralatan
ang dibutuhkan dalam rangka perlintasan sebidang

sunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Perawatan Prasarana

Pasal19

(1)Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
dan evaluasi di bidang perawatan prasarana dan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perawatan Prasarana mempunyai fungsi meliputi:
a. pelaksanaan pemeliharaan yang bersifat ringan terminal penumpang

tipe C dan gedung unit pengujian kendaraan bermotor;
b. pelaksanaan pemeliharaan halte, parkir, penyeberangan jalan dan

halte di wilayah Kabupaten;
c. pelaksanaan perawatan prasarana kereta api yang tidak

diselenggarakan oleh badan usaha prasarana kereta api ; dan
d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas



Bagian Kelima
Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal20

(1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapkan perumusan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang
pengembangan dan keselamatan transportasi serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, di bidang

pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan
keselamatan;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidan
pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubung ,dan
keselama tan;

c. Pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan bidang
pemaduan moda, teknologi perhubungan , lin ....
keselamatan; dan

d. penyusunan laporan pertanggun . tugas.

ologi Perhubungan mempunyai tugas
s ,pelaksanaan kebijakan, pengendalian dan

a emaduan moda dan teknologi perhubungan, dan
diberikan oleh Kepala Bidang.

u elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
maduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi

meliputi:
a. penyusunan rencana kebutuhan atas kebijakan di bidang pemaduan

moda dan teknologi perhubungan;
b. penyelenggaraan manajemen keterpaduan antar moda transportasi

umum;
c. pelaksanaan Analisis pemaduan moda guna mengintegrasikan

penye1enggaraan urusan perhubungan di tingkat kabupaten;
d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penerapan

teknologi perhubungan;
e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pemanfaatan

teknologi perhubungan dan pemaduan moda;
f. pengelolaan data statistik perhubungan pada tingkat kabupaten;
g. penyusunan dan pemuktahiran sistem informasi dan manajemen

perhubungan; dan
h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



Paragraf2
Seksi Lingkungan Perhubungan

Pasal22
(1) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang lingkungan perhubungan udara dan pengembangan transportasi
perairan dan pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Lingkungan perhubungan mempunyai fungsi meliputi:
a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, kebutuhan,

evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan perhubungan udara dan
pengembangan transportasi perairan dan pariwisata;

b. Pengadaan dan penyelenggaraan manajemen moda transportasi
angkutan perairan dan pariwisata;

c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian kapal, pem esan
pemeriksaan, pengukuran, pendaftaran dan penerbitan P ecil bagi
Kapal < 7GT;

Paragraf 3
Seksi Keselamatan

Pasal23
(1) s eselamatan mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas

elaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan
lalu lintas jalan, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana,
fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan, fasilitasi promosi
dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan
pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Keselamatan mempunyai fungsi meliputi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu
lintas jalan;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang laik fungsi jalan keselamatan sarana
dan prasarana;

c. pelaksanaan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
d. pelaksanaan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan dan keselamatan pengusahaan angkutan umum;
e. pe1aksanaan fasilitasi kelaikan kendaraan;
f. pelaksanaan bimbingan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan

bidang perhubungan;

perlengkapan
asan kapal;
utan perai

d. Pelaksanaan pemeriksaan kontruksi kapal,
dan menerbitkan keselamatan kapal sert

e. Pemberian rekomendasi dalam pe
dan pariwisata dalam wilay

f. Pemberian rekomen
bongkar muat rl""'-"' .....

Forwarde

, izin usaha
,__,-,",~"aekspedisi/ Freight

g. an atas pelaksanaan tugas.



g. pelaksanaan sosialisasi ketertiban dan keselarnatan bidang LLAJ;
h. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu

lintas di jalan Kabupaten;
1. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang

rnengakibatkan korban jiwa di wilayah Kabupaten;
J. pengurnpulan data dan analisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas di

wilayah Kabupaten;
k. pernbinaan, birnbingan pada petugas penjaga pintu perlintasan, dan

penyuluhan pada rnasyarakat untuk keselamatan operasional kereta
api;

1. penilaian standarisasi keselarnatan prasarana angkutan bidang
perhubungan;

rn.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

BAB IV
UPTn

Pasa124
(1) UPTDrnerupakan unsur pelaksana teknis 0

(2) UPTD dipirnpin oleh Kepala y b
bertanggungjawab kepada Kepal

(3) UPTDrnerupakan klasifik
(4) Jurnlah, Nornenkla

UPTdiatur ds;H-gp-fli

dan

Fungsional terdiri atas sejurnlah tenaga dalarn
tan fungsional yang terbagi dalarn berbagai kelornpok

e dengan bidang keahliannya.
Setiap kelornpok dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jurnlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan
perundang- undangan.

BABVI
TATAKERJA

Pasa126
(1) Dalarn rnelaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelornpok Jabatan
Fungsional wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalarn lingkungan rnasing - rnasing rnaupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pernerintah Daerah serta Instansi lain
diluar Pernerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya rnasing -
masmg.

(2) Setiap pernirnpin satuan organisasi wajib rnengawasi bawahannya rnasing
- rnasing dan bila terjadi penyirnpangan agar rnengarnbil langkah -
langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pernirnpin satuan organisasi bertanggungjawab rnernirnpin dan
rnengkoordinasi bawahan masing - rnasing dan rnernberikan birnbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasa127
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAL

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikar
Sipil yang memenuhi syarat
peraturan perundang -

(2) Sekretaris, Kep
diberhenti

Seksi diangkat dan
eri Sipil yang memenuhi

ekretaris Daerah sesuai dengan

BAB VIII
ESELON JABATAN

Pasa129
(1) pala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan

Administra tor.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan

Administrator.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD, merupakan Jabatan

Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa130
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Jember Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal31

Perat uran Bupati irii mulai berlaku pada saat diundangkan.

1
I

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 M.:;if.et 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

Diundangkan di Jember
pada tanggal 8 /fVla('.et

liliU~~ma Muda
15 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR ~

--~:_ ---
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